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KEPALA DESA NGASINAN
KABUPATEN KENDAL
RANCANGAN
PERATURAN DESA NGASINAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGASINAN,

Menimbang
:   a.
bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud 
                             dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka 
                             dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
                             masyarakat desa;
b.  bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Mengingat      : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan         Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6623);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015  tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

35. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);

41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor 10 Seri A Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 161 );

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor );

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  Tahun 2018 Nomor 20);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal   (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  Tahun 2017 Nomor 2);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 3 Seri E No. 3);

58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);

59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 6 Seri E No. 6);

60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri E No 27);

61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal  (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi  Beaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);

63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47 );

64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

66. Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 25 );

67. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

68. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);

69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6 ) Sebagaimana telah dirubah dengan Perturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal(Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);

70. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);

71. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

72. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13); 

74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38 );

75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);

76. Peraturan Bupati Kendal No. 80 Tahun 2020 tentang  Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 80);

77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal  (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);

78. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);

79. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);

80. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);

81. Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang  Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);

82. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2021 tentang  Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43);

84. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 tentang  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);

85. Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang  Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);

86. Keputusan Camat Weleri Nomor                       /2022 Tanggal             ..... Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

87. Peraturan Desa  Ngasinan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngasinan Kecamatan Weleri Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2020 Nomor 4);

88. Peraturan Desa  Ngasinan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngasinan (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2016 Nomor 9);

89. Peraturan Kepala Desa Ngasinan Nomor 3 Tahun 2019 tentang  Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa  Ngasinan Kecamatan Weleri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2019 Nomor 3);

90. Peraturan Desa Ngasinan Nomor 1 Tahun 2022  tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasinan Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2022 Nomor 1);

91. Peraturan Desa Ngasinan Nomor 2 Tahun 2019  tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2019 Nomor 2);

92. Peraturan Desa Ngasinan Nomor 2 Tahun 2022 tentang  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2022 Nomor 2);

93. Peraturan Desa Ngasinan Nomor 3 Tahun 2022  tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngasinan Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngasinan Tahun 2022 Nomor 3);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASINAN
dan

KEPALA DESA NGASINAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DESA NGASINAN TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:         
1. Pendapatan Desa



   
 
1.732.305.430,00
2. Belanja Desa






1.762.635.882,00
3. Pembiayaan Desa 





   (30.330.392,00)
Pasal 3
1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari  :
	4.1 Pendapatan Asli Desa
	
	225.164.000,00

	4.2 Pendapatan Transfer
	
	1.495.014.330,00

	4.3 Pendapatan Lain-lain
	
	‘                       0,00

	     Jumlah Pendapatan
	
	1.720.178.330,00


2) Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari  :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.    672.772.882,00   
b. Bidang Pembangunan Desa


Rp.     249.956.100,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp.       80.648.000,00           
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Rp.     568.361.800,00
e. Bidang Tak Terduga



Rp.     178.770.000,00

Jumlah Belanja




Rp. 1.750.508.722,00
3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari  :
a. Penerimaan Pembiayaan


Rp.       30.330.392,-
b. Pengeluaran Pembiayaan


Rp.                       0,-
Pembiayaan Netto ( a – b )



Rp.        30.330.392,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


Rp.                       0,-
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Pasal 4
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Des;

2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Aplikasi Siskeudes.
Pasal 5
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 6
Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 7
Peraturan Desa ini dilaksanakan  terhitung mulai 1 Januari 2023.
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
	Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

ttd

(...............................................)
	Ditetapkan di  Ngasinan
Pada tanggal 22 Desember 2022
KEPALA DESA NGASINAN
        (MOH KUZAENI)


SEKRETARIS DESA NGASINAN
(SLAMET WILUJENG)
Lembaran Desa  Ngasinan Tahun 2022  Nomor  5
	Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat Weleri
(MARWOTO, SE)

Pembina Tk. I

NIP : 19640913 198508 1 001
	


KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

BERITA  ACARA 

Nomor 5 tahun 2022
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL

TENTANG 

           PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2023
	Pada hari  Rabu tanggal dua puluh satu  bulan  Desember  tahun dua ribu  dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini  :



	1.
	(   Moh Kuzaeni )
	:
	Kepala Desa,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngasinan Yang beralamat di RT 006 RW 002,  selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

	
	
	
	

	2.
	(   Muh Dawam  ) 
	:
	Ketua BPD Desa Ngasinan



	3.
	(   ............................ ) 
	:
	Wakil Ketua BPD Desa Ngasinan


	4.
	(   Sriyanti    

    Suryaningtyas  ) 
	:
	Sekretaris BPD Desa Ngasinan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ngasinan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

	

	Menyatakan bahwa   : 



	1.
	PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



	2.
	PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.



	3.
	Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.



	
	4. PIHAK  …..

	
	

	
	

	4.
	PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



	Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



	Ngasinan,  21 Desember  2022



	KEPALA DESA NGASINAN

( MOH KUZAENI  )
	
	KETUA BPD 

DESA  NGASINAN

(  MUH DAWAM  )

	
	
	

	
	
	WAKIL KETUA BPD 

DESA NGASINAN

(  .........................  )

	
	
	

	
	
	SEKRETARIS BPD 

DESA  NGASINAN

(  SRIYANTI SURYANINGTYAS )  


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDes 2023
Pada hari ini  Rabu  tanggal dua puluh satu  bulan  Desember  tahun dua ribu  dua puluh dua, bertempat di balai desa Ngasinan  , Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2023 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:        
1. Pendapatan Desa



   
 
1.732.305.430,00
2. Belanja Desa






1.762.635.882,00
3. Pembiayaan Desa 





   (30.330.392,00)
1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari  :
	4.1 Pendapatan Asli Desa
	
	225.164.000,00

	4.2 Pendapatan Transfer
	
	1.495.014.330,00

	4.3 Pendapatan Lain-lain
	
	‘                       0,00

	     Jumlah Pendapatan
	
	1.720.178.330,00


2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari  :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.    672.772.882,00   
b. Bidang Pembangunan Desa


Rp.     249.956.100,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.       80.648.000,00           
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Rp.     568.361.800,00
e. Bidang Tak Terduga



Rp.     178.770.000,00

Jumlah Belanja




Rp. 1.750.508.722,00
3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari  :
a. Penerimaan Pembiayaan


Rp.       30.330.392,-
b. Pengeluaran Pembiayaan


Rp.                       0,-

Pembiayaan Netto ( a – b )



Rp.        30.330.392,-


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


Rp.                       0,-
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B. Menyepakati dan Menetapkan  RAPBDesa Tahun 2023 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan menjadi Peraturan Desa, sebagaimana catatan Berikut :

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ......................................................................................................................... ………………………………….........................................................................


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA NGASINAN
1. Ketua / Anggota

: MUH DAWAM
(……………………)

2. Wakil Ketua/Anggota

:
......................................
(……………………)

3. Sekretaris / Anggota

:
SRIYANTI SURYANINGTYAS
(……………………)

4. Anggota

:
SAIB RAHARJO
(……………………)

5. Anggota

:
..........................................
(……………………)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA NGASINAN KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL

NOMOR :  5  TAHUN 2022
TENTANG
 KESEPAKATAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGASINAN (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASINAN
Menimbang  :  a.    Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat  3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

b. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	 MEMBAHAS RENCANA PERATURAN DESA NGASINAN Nomor     Tahun 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

	KEDUA      
	:
	MENYEPAKATI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023  UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

	KETIGA
	:
	KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN


	
	Disepakati  di    :  Ngasinan

Pada Tanggal     :  21 Desember 2022  

	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA      

DESA  NGASINAN
KETUA

MUH DAWAM




DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA
:
Penetapan Perdes APBDesa 2023
Desa
:
Ngasinan

Kecamatan         : weleri

TANGGAL
       :
21 Desember 2022
	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	Kepala Desa
	……………………

	2. 
	……………………………….
	Sekretaris Desa
	……………………

	3. 
	……………………………….
	Kasi  Pemerintahan
	……………………

	4. 
	……………………………….
	Kasi Kesejahteraan
	……………………

	5. 
	
	Kasi Pelayanan
	

	6. 
	……………………………….
	Kaur Umum
	……………………

	7. 
	……………………………….
	Kaur Kesejahteraan
	……………………

	8. 
	……………………………….
	Kaur Keuangan
	……………………

	9. 
	……………………………….
	Kepala Dusun 1
	……………………

	10. 
	……………………………….
	Direktur BUMDES
	……………………

	11. 
	……………………………….
	Ketua LPMD
	……………………

	12. 
	……………………………….
	Anggota LPMD
	……………………

	13. 
	……………………………….
	Ketua PKK.
	……………………

	14. 
	……………………………….
	Ketua Karang Taruna
	……………………

	15. 
	……………………………….
	Ketua KPMD
	……………………

	16. 
	……………………………….
	Ketua RW 001
	……………………

	17. 
	……………………………….
	Ketua RW 002
	……………………

	18. 
	……………………………….
	Ketua RW 003
	……………………

	19. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	20. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	21. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	22. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	23. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	24. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	25. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	26. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	27. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………


	1
	2
	3
	4

	28. 
	
	
	

	29. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………

	30. 
	……………………………….
	Ketua RT ….
	……………………


BPD Desa Ngasainan

Sekretaris,

( SRIYANTI SURYANINGTYAS )
